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BAB I
Hakikat Pengetahuan
Kewarganegaraan (Civic Knowledge)

A. Pengertian Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic
Knowledge)

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang
dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan
pada pembentukan warga Negara yang memiliki keterampilan
intelektual, keterampilan berpartisipasi dalam setiap kegiatan
kewarganegaraan dan memiliki karakter kewarganegaraan
yang kuat sehingga menjadikan warga Negara yang cerdas
dan berkarakter.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan diatas dapat
dicapai dengan pendidikan kewarganegaraan yang memiliki
komponen-komponen dari unsur-unsur yang terdapat pada
pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge), sikap
kewarganegaraan (Civic Dispositions), dan keterampilan
kewarganegaraan (Civic ~ Skills), komponen-komponen
tersebut yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah
tentang pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge).

Berikut ini adalah pengertian Civic Knowladge menurut
para ahli:

a. Menurut Dwiyono (2016:10-20) “pengetahuan
kewarganegaraan (Civic Knowledge) berkaitan
dengan kandungan atau apa yang seharusnya
diketahui oleh warga Negara.” Aspek ini
menyangkut kemampuan akademik keilmuan
yang dikembangkan dari berbagai teori atau



konsep politik, hukum, dan moral. Adanya aspek
tersebut merupakan bidang kajian multidisipliner.

b. National Center for Learning and Citizenship
(NCLC) (dalam Winarno 2012:108) menyatakan,
civic knowledge berisikan item pernyataan yang
berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan
kontemporer, seperti pemahaman tentang
struktur dan mekanisme pemerintahan
konstitusional dan prinsip-prinsip yang
melandasinya.

c. Budimansyah (2010: 29) mengemukakan bahwa:
“Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge)
berkaitan dengan kandungan atau apa yang
seharusnya diketahui oleh warga negara”.

d. (Dwiyono, 2016:10-20) hal itu dimaksudkan
sebagai suatu materi atau hal yang memang setiap
warga Negara harus mengetahuinya agar dalam
kehidupan sehari-hari siswa dapat berpartisipasi
untuk bangsa dan Negara sesuai dengan
pengetahuan yang dimiliki.

Berdasarkan defenisi-defenisi pengetahuan
kewarganegaraan dari para ahli diatas, maka peneliti
menyimpulkan bahwa dari kedua ahli tersebut memiliki
pengertian yang hampir sama yaitu “pengetahuan
kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus
diketahui oleh warga Negara”. Secara lebih rinci, materi
pengetahuan keterampilan meliputi pengetahuan tentang hak
dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia,
prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah
dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan
berdasarkan hukum (rule of law) dan penelitian yang bebas
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dan tidak memihak konstitusi serta nilai-nilai dan norma-
norma dalam masyarakat.

B. Komponen Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic
Knowledge)

Menurut  Margaret  (1999:12-15) komponen
pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan kedalam lima
bentuk pertanyaan yang terus menerus diajukan kepada
siswa agar menjadi warga Negara yang bisa berfikir. Bentuk
pertanyaan tersebut, sebagai berikut: apa kehidupan
kewarganegaraan, politik dan pemerintahannya, apa dasar
sistem politik Indonesia, bagaimana pemerintahan yang
dibentuk oleh UUD 1945 mengejawantahkan tujuan, nilai dan
prinsip, bagaimana hubungan Indonesia dengan Negara lain
dan posisinya mengenai masalah nasional, dan apa peran
warga dalam demokrasi Indonesia. Kegunaan dari
pertanyaan-pertanyaan diatas adalah untuk menunjukkan
bahwa proses perenungannya tidak pernah berakhir, tempat
pemasaran ide-ide, suatu pencarian baru dan sebagai cara
terbaik untuk merealisasikan cita-cita demokrasi.

Setiap orang yang memiliki kesempatan untuk
merenungkan pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai
pemerintahan dan masyarakat sipil (Civil Society) penting
untuk dilakukan agar dapat terus menantang orang-orang
yang mau Dberfikir. Perenungan pertanyaan tersebut
hendaknya mengembangkan pemahaman yang lebih besar
akan hakikat pentingnya Civil Society atau jaringan kompleks,
asosiasi-asosiasi politik, sosial dan ekonomi yang dibentuk
dengan bebas serta sukarela yang merupakan komponen
esensial dan demokrasi konstitusional.
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Menurut John ]. Patrick and Thomas S. Vont
pengetahuan kewarganegaraan memiliki beberapa komponen
sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena
(kejadian/isu) politik, kewarganegaraan

2. Menganalisis dan menjelaskan fenomena

3. Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi
pada acara dan isu public

4. Berpikir Kkritis tentang kondisi kehidupan
kemasyarakatan

5. Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana
memperbaiki kehidupan politik/kemasyarakatan

Menurut (Adnan, 2005:72-73), komponen
pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan dalam
sistem demokrasi, sebagai berikut: konsep sebagai substansi
demokrasi, kelangsungan ketegangan yang memunculkan
masalah-masalah publik, konstitusi dan lembaga-lembaga
pemerintahan demokratis, fungsi-fungsi lembaga demokratis,
praktik-praktik kewarganegaraan demokratis dan perananan
warga Negara, konteks demokrasi: budaya, sosial, politik dan
ekonomi, dan sejarah demokrasi di negara tertentu dan dunia.
Ada juga komponen Civic Knowledge yang mencakup bidang
politik, hukum dan moral. Secara lebih rinci pengetahuan
kewarganegaran meliputi pengetahuan tentang prinsip-
prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non
pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan
hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak
memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung
jawab warga Negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak
politik.

Berdasarkan penuturan para ahli diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa komponen pengetahuan diwujudkan
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dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem
kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan dan
bernegara. Civic Knowledge meliputi kecerdasan, kecakapan
dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganagaraan
oleh warga Negara.

C. Aspek Kompetensi Pengetahuan Kewarganegaraan
(Civic Knowledge)

Adapun materi yang mencakup kedalam aspek
pengetahuan yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai
berikut (BSNP, 2006:2):

1) Arti kedudukan dan fungsi pancasila: Para pendiri
Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus
1945 menyepakati Dasar Negara adalah Pancasila.
Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan
sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam
alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) Fungsi pancasila : Secara umum fungsi dan peranan
Pancasila dalam Tap MPR No. III/MPR/2000
mengenai Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan
Perundangan, fungsi Pancasila adalah sebagai dasar
negara.

3) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia: Secara
umum fungsi dan peranan Pancasila dalam Tap
MPR No. III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum
Nasional dan Tata Urutan Perundangan, fungsi
Pancasila adalah sebagai dasar negara.

4) Kebutuhan warga Negara: hidup gotong royong,
harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan
berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan
pendapat dan menghargai keputusan bersama.

B
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5)

6)

7)

Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi
kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,
konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di
Indonesia, serta hubungan dasar Negara dengan
konstitusi.

Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan
desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan
otonomi, pemerintah pusat demokrasi dan sistem
politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju
masyarakat madani sistem pemerintahan dan pers
dalam masyarakat demokrasi.

Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai
dasar Negara dan ideologi Negara, proses
perumusan Pancasila sebagai dasar Negara,
pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Berdasarkan materi diatas, maka pada penelitian

kali ini materi yang digunakan adalah pada Memahami
kedudukan dan fungsi pancasila



D. Indikator Civic Knowledge Atau Pengetahuan
Kewarganegaraan Yang Harus Dimiliki Oleh Warga

Negara

1. Peta Konsep Kajian Civic Knowledge

Kualitas pribadi yang harus

dimiliki warga negara

W. N bersik:

Warga Negara yang arga egal.'af ersikap Warga Negara yang

i g analitis: mampu
terinformasi: s
melaksanakan nilai
o Kemampuan dalam demokrasi dan aktif

Szl S mengambil keputusan i
Pengetahuan,kecakapan = v dalam kehidupan

dalam memecahkan

serta penerimaan

masyarakat:

. terhadap
masalah, serta kesiapan L
) fakta,gagasan,cara baru Partisipasi dalam
dalam kehidupan .
. dalam kehidupan pembuatan keputusan dan
ekonomi

meyakini asas persamaan
dan perbedaan

Gambar 1 Peta Konsep Kajian Civic Knowledge Menurut
Suparlan AL Hakim

2. Indikator Civic Knowledge

Kriteria warga Negara yang baik dapat digali beberapa
kualitas kepribadian sebagai perwujudan dari potensi yang
melekat pada diri seseorang warga Negara. Ada tiga target
dari rumusan itu yang bisa mengantarkan warga Negara
kualitas pribadi warga Negara yang
terinformasi, bersikap analitis, melaksanakan nilai-nilai
demokrasi dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Warga

memiliki yakni:
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Negara yang terinformasi, hendaknya memiliki kualitas
kepribadian dalam beberapa hal, yaitu memiliki pengetahuan
dan kecakapan memecahkan masalah, memiliki kesadaran
akan peranan ilmu pengetahuan kontemporer serta memiliki
kesiapan terhadap efektivitas kehidupan ekonomi. Warga
Negara bersikap analitis, paling tidak memiliki kualitas dalam
hal: kemampuan mengambil keputusan nilai terhadap dunia
yang senantiasa berubah, penerimaan terhadap fakta-fakta
baru, gagasan-gagasan baru dan cara-cara hidup baru.

Warga Negara yang mampu melaksanakan nilai-nilai
demokrasi dan aktif dalam kehidupan masyarakat,
diharapkan memiliki kualitas kepribadian, antara lain:
partisipasi dalam pembuatan keputusan, meyakini akan asas
persamaan dan kebebasan, menumbuhkan kebanggaan
nasional dan Kkerjasama internasional, menumbuhkan seni
kreatif dan perasaan humanistis, memiliki perasaan
kemanusiaan terhadap sesama warga Negara serta
pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip (Hakim, 2014:10).
Menurut Kaelan & Zubaidi (2010:31-36), menjadi warga
Negara yang baik juga harus mengetahui akan pentingnya
makna-makna yang terdapat pada sila-sila pancasila. Sebagai
suatu dasar filsafat Negara makna sila-sila pancasila
merupakan suatu sistem nilai, dimana didalam setiap sila
memiliki kandungan nilai yang berbeda-beda namun
semuanya itu tidak lain adalah suatu kesatuan yang
sistematis. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap
sila, sebagai berikut:

a) Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa
Negara dengan segala hal yang berkaitan didalamnya
baik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara
harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
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b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai
bahwa warga Negara harus menjunjung tinggi HAM,
menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa
membedakan suku, ras, keturunan, status sosial
maupun agama yang hal tersebut nantinya dapat
menghasilkan adanya sikap saling antar sesama
manusia.

c) Persatuan Indonesia, terkandung nilai bahwa Negara
adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis
yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Hakikatnya kodrat manusia pasti selalu adanya
perbedaan oleh karena itu perbedaan yang ada harus
dijadikan sebagai pelengkap bukannya untuk
diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan
melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling
menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan
bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai
warga Negara.

d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, terkandung
nilai demokrasi yang secara mutlak harus
dilaksanakan dalam hidup Negara.

e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,
terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam
kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Pengetahuan kewarganegaraan yang berhasil, akan
membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh tanggung
jawab dari siswa. Sikap ini disertai dengan perilaku yang:
(Bakry, 2008:11-12)

a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan menghayati nilai-nilai filsafat hidup bangsa
dan Negara.
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3.

b) Berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur serta
berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

c) Berjiwa nasionalisme yang kuat, mengutamakan
persatuan dan kesatuan mengatasi kelompok dan
seseorang.

d) Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran
bela Negara serta sadar akan hak dan kewajiban
sebagai warga Negara.

e) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta seni untuk kepentingan
kemanusian, bangsa dan Negara.

Indikator Civic Knowledge yang akan digunakan

Indikator Civic Knowledge yang harus dimiliki oleh

warga Negara adalah sebagai berikut:
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Kemampuan dalam memecahkan
masalah

Kemampuan dalam mengambil
keputusan

Mengamalkan makna sila sila
pancasila dalam kehidupan




BAB II
Konsep Pembelajaran Controversial
Issues

Isu kontroversial adalah sesuatu yang mudah diterima
oleh seseorang atau kelompok, tetapi juga mudah ditolak oleh
seseorang atau kelompok lain (Muessig dalam Kokom, 2010).
Kecenderungan seseorang atau kelompok untuk memihak
didasari oleh  pertimbangan-pertimbangan pemikiran
tertentu. Apabila orang tidak sependapat, atau terbentuk
opini yang bertentangan dalam suatu hal, maka itulah yang
disebut isu kontroversial (Wiriatmaja, 2001). Melalui
perbedaan pendapat tentang suatu isu, maka materi isu
kontroversial secara lansung membangkitkan kemampuan
berpikir seseorang. Melalui bacaan atau mendengar mengenai
suatu kejadian, maka ia secara spontan bereaksi menentukan
kepada pihak mana ia berada. Mungkin juga seorang siswa
memerlukan beberapa saat untuk dapat menentukan
posisinya.

Keuntungan yang diperoleh melalui pengajaran
dengan menggunakan isu kontroversial adalah melalui
pendapat yang berbeda, orang dapat mengembangkan
pendapat baru yang lebih baik. Di sini terjadi proses berpikir
tingkat tinggi (menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi).
Atas dasar perbedaan pendapat itulah dinamika kehidupan
akademik dan sosial terjamin dengan baik. Siswa yang
terbiasa dengan berbagai pandangan yang berbeda akan
dapat menempatkan dirinya dan menyumbangkan
pemikirannya sebagai anggota masyarakat secara baik.
Perbedaan pendapat yang sering mereka alami di kelas akan
pula menjadi dasar bagi mereka untuk terbiasa dengan
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